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NTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI BENGKALIS

apa Kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Kabupaten Bengkalis merupakan
gh sdfy -ah otonom yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan
3 optimalkan potensi-potensi desa untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih.

mbagi 'kasi Dana Desa di wilayah Kabupaten Bengkalis sebagai berikut:

rad

T8 4t Jumlah Alokasi Dana | Jumlah Dana Desa
Desa
mgkala 13.406.924.500 13.515.064.000
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7.518.102.200

7.548.320.000

10.177.407.900

3.056.797.900
6.490.129.900

8.263.509.200

3.420.518.100

8.417.576.000

6.943.165.700
6.689.044.600

8.579.233.800

7.505.425.000

7.635.018.000

9.576.072.000

3.074.917.000

6.360.789.000

8.416.441.000

3.325.304.000

7.676.250.000

6.914.126.000

6.804.915.000

9.350.376.000

: bagian Alokasi Dana Desa di Wilayah Kabupaten Bengkalis Tahun 2018.

s Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bengkalis (2018)

-fenomena dalam pengelolaan dana desa di kabupaten Bengkalis sebagai
Berikut: 4 \a, keterbatasan regulasi. Bahwa good will dan political will pemerintah dengan

d regulasi khusus tentang desa sampai saat ini tidak cukup membantu kepala desa
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nya. Kondisi ini terlihat jelas dari adanya keterlambatan dan kesulitan
a dalam penyusunan perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Hampir semua
angan desa yang memerintahkan adanya turunan peraturan melalui Perda dan

skali belum ditindaklanjuti.

aspek regulasi kelembagaan, berupa belum lengkapnya regulasi dan petunjuk
naan keuangan desa, potensi tumpang tindih kewenangan Kemendes PDT
Bina Pemerintah Desa Kemendagri, tidak transparannya formula pembagian
n Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 tahun 2015 dan hanya didasarkan atas
an. Anggaran dana desa (ADD) yang diatur dalam PP Nomor 43 tahun 2014
rerkeadilan, serta kewajiban penyusunan laporan pertanggungjawaban oleh desa
en akibat ketentuan regulasi dan tumpang tindih. Belum tersedianya atuan harga
tau jasa yang dijadikan acuan bagi desa dalam menyusun APBDesa, masih

sparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

lokasian dana desa juga dapat menimbulkan kekhawatiran bagi sejumlah
ini karena, belum semua kepala desa dan perangkatnya memiliki kemampuan
anjakan dan membuat LPj (Laporan pertanggung jawaban). Tentunya ini akan

antangan dalam penyelenggaraan keuangan desa.

ngnya pengetahuan akuntansi tentang dana desa bagi unsur aparat perangkat

ngelola dana desa

enyataanya sangat banyak desa yang belum dapat memanfaatkan keistimewaan
gantungan dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat kuat.
desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan
kekayaan dan potensi desanya. Penyusunan dan pelaksanaan Anggaran
n Belanja Desa (APBDes) yang seharusnya diisi dengan kegiatan/program-
dibutuhkan oleh masyarakat belum dapat diwujudkan, misalnya, kegiatan

fisik tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum di dalam

i Persoalan Riil dan Kontekstual Pengelolaan Dana Desa yang Harus
smerintah.
\asil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Bengkalis

r hukum pelaksanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa.



Hasil wawancara terhadap Kepala Desa Kelapa Pati, Kabupaten Bengkalis (Bapak AS)
pada 12 Maret 2018:

“Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri, diubah menjadi Peraturan Bupati”.

Gambar 5.1. Perangkat Desa di Kabupaten Bengkalis

sSumbers Dolkumentasi Penelitian 2018

K émudian diperkuat dengan Bendahara Desa Pedekik, Kabupaten Bengkalis (Ibu ES)
pada 12 Maret 2018:
“13asar hukum kalau Alokasi Dana Desa (Kementrian Desa), dari dana desa yaitu

Retdturag Bupati”.
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5.2. Kantor Desa Kelapa Pati di Kabupaten Bengkalis

mentasi Penelitian 2018

5.3. Kantor Desa Senggoro di Kabupaten Bengkalis

mentasi Penelitian 2018
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nya, wawancara dengan Sekretaris Desa Pangkalan Batang Barat, Kabupaten
YP) pada 12 Maret 2018:

u pada UU No. 6 Tahun 2014, Terdapat Peraturan Menteri yang sesuai dengan
mengatur tentang Desa. Terdapat Perbup No. 9 Tahun 2017”.

in diperkuat dengan Bendahara Desa Sebauk, Kabupaten Bengkalis (Ibu MG)
2018:

ukum yaitu UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang dijabarkan dalam
erintah No. 43 Tahun 2014 diubah menjadi PP No.47 Tahun 2015 tentang
ndang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa”.

[ wawancara dengan Sekretaris Desa Teluk Latak, Kabupaten Bengkalis (Ibu R)
2018:

1igri No. 113 Tahun 2014 Tentang Keuangan Desa, kemudian dijabarkan lagi
Gubernur No. 24 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa”.
ya, bentuk pembangunan fisik dan pemberdayaan dari Alokasi Dana Desa
ilihat dari wawancara sebagai berikut:

wancara dengan Sekretaris Desa Meskom, Kabupaten Bengkalis (Bapak I) pada

;asi jalan, pembangunan parit beton, penyediaan air bersih, dari pemberdayaan
ndidikan Anak Usia Dini dan Posyandu)”.

in diperkuat dengan Kepala Desa Senggoro, Kabupaten Bengkalis (Bapak
Maret 2018:

pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat seperti pembuatan jalan,
, dan untuk pemberdayaan masyarakat seperti pembangunan sarana ruang
1k masyarakat, pembangunan posyandu”.

nya, wawancara dengan Sekretaris Desa Air Putih, Kabupaten Bengkalis (Ibu
ret 2018:

yembangunan fisik menyangkut infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat,
bersinggungan langsung dengan peningkatan ekonomi masyarakat”.

in diperkuat dengan Bendahara Desa Sungai Alam, Kabupaten Bengkalis (Ibu
laret 2018:

1gkungan dan saluran pembuangan air limbah dikenal dengan pawit. Untuk
masyarakat seperti dilakukan masyarakat seperti kegiatan kepemudaan dan

yan pada lembaga-lembaga tertentu yang ada di desa ini”.
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asil wawancara dengan Kepala Desa Penampi, Kabupaten Bengkalis (Bapak
[aret 2018:
inya terdiri dari 4 bidang yaitu: pemerintahan, pembangunan, penyelenggaran

1asyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat”.
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5.4. Kantor Desa Wonosari di Kabupaten Bengkalis

mentasi Penelitian 2018

iya, apakah tujuan dari setiap kegiatan tersebut dapat tercapai dengan baik, dapat
il wawancara sebagai berikut:

~vancara dengan Kepala Desa Tameran, Kabupaten Bengkalis (Bapak MN) pada

rkan kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya, bahkan sampai Tahun 2017, bisa
1 baik”.

in diperkuat dengan Sekretaris Desa Penebal, Kabupaten Bengkalis (Ibu S)
2018:

ulillah tidak ada menyimpang dari program yang sudah kita tentukan dan dapat
1 baik”.

nya, wawancara dengan Sekretaris Desa Pematang Duku, Kabupaten Bengkalis
1 12 Maret 2018:

riatan dilakukan agar tercapai tujuan dengan baik karena ada pemenuhan dasar

yarakat”.
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5.5. Kantor Desa Air Putih di Kabupaten Bengkalis

mentasi Penelitian 2018

in diperkuat dengan Bendahara Desa Ketam Putih, Kabupaten Bengkalis (Ibu
laret 2018:

ercapai dengan baik”.

1 wawancara dengan Kepala Desa Kelemantan, Kabupaten Bengkalis (Bapak
aret 2018:

rcapai dengan baik”.

1gan Akuntansi Dana Desa secara Akuntabel.

\asil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Bengkalis
>s tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

wancara dengan Kepala Desa Sekodi, Kabupaten Bengkalis (Bapak MS) pada

ya tahun 2017 dimulai dengan pencairan dana 40% dan 60%. Ini secara bertahap
ali”.
in diperkuat dengan Bendahara Desa Wonosari Kabupaten Bengkalis (Ibu RM)

2018:
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ahapan dimulai dari pembuatan RPJM untuk jangka waktu 5 tahun, setelah itu
RKP (Rencana Kerja Pembangunan Desa), setelah itu disusun menjadi APBDes

leh pemerintah desa, BPD, dan masyarakat”.

- PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
| KECAMATAN BENGKALIS

KANTOR KEPALA DESA
" KUALA ALAM

" JL. AWANG MAHMUDANO __TELP.
i) BENGKALIS 2875

5.6. Kantor Desa Kuala Alam di Kabupaten Bengkalis

mentasi Penelitian 2018

nya, menurut Bendahara Desa

ret 2018:

Kuala Alam, Kabupaten Bengkalis (Ibu

dari pembentukan TPK, membentuk kepengurusan kemudian— musyawarah
warah tingkat RT baru musyawarah desa - kemudian diusulkan kegiatan yang
inggaran dan skala prioritas”.
nya, diperkuat oleh Sekretaris Desa Kelebuk, Kabupaten Bengkalis (Ibu AN)
2018.
1 dimulai dari menyusun RKP sekitar bulan Juli hingga September pada tahun
th proses itu selesai, maka dilanjutkan penyusunan APBDes. Penyusunan
susun setelah data-data pagu inikatif seperti berapa dana desa berapa, ADD
asil berapa, pajak dan retribusi berapa, terus bantuan keuangan dari provinsi

yaten serta bantuan lain sehingga disusun dalam sebuah APBDes. Setelah
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sepakati oleh BPD, kemudian dimusyawarahkan dengan masyarakat kemudian
yda Kabupaten melalui Kecamatan untuk dilakukan evaluasi terhadap rancangan
ah APBDes dievaluasi pada tingkat kecamatan dan disetujui, baru APBDes

gga desa minta penyaluran pada kabupaten untuk penyaluran secara bertahap
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5.7. Kantor Desa Kelebuk di Kabupaten Bengkalis

mentasi Penelitian 2018
wrut Kepala Desa Palkun, Kabupaten Bengakalis (Bapak HA) pada 12 Maret

menyusun RKP Desa, setelah RKP Desa selesai, hal-hal yang menjadi priotitas
sa itu kita simpan kemudian dalam hal penyusunan APBDes kita musyawarah
dusun untuk mencari titik prioritas yang akan dimasukkan dalam APBDes.
s dalam RKPDes itu banyak, sehingga kita cari mana yang lebih prioritas dan
inggaran desa. Kemudian apabila sudah mendapati prioritasnya, kita bawa lagi

t desa untuk mencari lagi prioritas tingkat desa sesuai dengan batas keuangan”.
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iya, pihak-pihak yang terlibat dalam setiap tahapan pengelolaan Alokasi Dana
ihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

wawancara dengan Bendahara Desa Sungai Batang, Kabupaten Bengkalis
da 12 Maret 2018:

ira desa dan Kepala Desa. Namun untuk pelaksana pekerjaan seluruh
:a, BPD sebagai Pengawas, dan LKMD sebagai pelaksana kegiatan”.

an diperkuat dengan Kepala Desa Desa Prapat  Tunggal, @ Kabupaten
vak ER) pada 12 Maret 2018:

embaga desa, desa, dan masyarakat ikut berpartisipasi”.

5.8. Kantor Desa Prapat Tunggal di Kabupaten Bengkalis

mentasi Penelitian 2018

nya, menurut Sekretaris Desa Simpang Ayam, Kabupaten Bengkalis
12 Maret 2018:

astinya mulai dari RT, RW, LPMD, BPD, Kepala Dusun, KPM, dalam
1canagan dalam pembangunan yang ada di desa ini”.

nya, diperkuat oleh Sekretaris Desa Senderak, Kabupaten Bengkalis (Ibu SS)
2018:

celembagaan desa terlibat. Mulai dari pemerintah desa, aparatur desa, BPD, dan
rta anggota-anggota kelembagaan desa mulai dari anggota PKK, anggota

y taruna. Karena dari masing-masing kelembagaan tersebut mendapat sedikit



bantuan dari dana ADD sehingga mereka terlibat dalam penyusunan, penganggaran, pelaporan,
dagsegala macamnya”.

Dan menurut Bendahara Desa Kelemantan Barat, Kabupaten Bengkalis (Bapak RA)
pada 12 Maret 2018:

“Uintuk  tingkat dusun, melibatkan seluruh komponen yaitu masyarakat, tokoh
masvarakat, unsur nelayan, petani, dan lain-lainnya. Pada umumnya semua masyarakat.
Namun apabila sampai ke tingkat desa, melibatkan semua kelembagaan tingkat desa, tokoh-
tolééh masyarakat, perwakilan-perwakilan masyarakat miskin, perwakilan untuk kelompok,

han¥ya perwaakilan saja yang dilibatkan”.

Cambar 5.9. Kantor Desa Pangkalan Batang di Kabupaten Bengkalis

Sumber @ Dolkumentasi Penelitian 2018

Sofanjutnya, apakah seluruh tahapan pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan
dertgan baik, dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

fcrilcut wawancara dengan Bendahara Desa Damai, Kabupaten Bengkalis (Ibu EF) pada
B Mareg2018:

“ Afhamdulillah tidak ada hambatan dan terselesaikan dengan baik”.

Kemudian diperkuat dengan Kepala Desa Pangkalan Batang, Kabupaten Bengkalis
(Bdpak ¥RY) pada 12 Maret 2018:



“Insyaallah dapat terselesaikan dengan baik”

Selanjutnya, wawancara dengan Sekretaris Desa Pematang Duku Timur, Kabupaten
Benglkalis (Ibu SD) pada 12 Maret 2018:

“Tahapan itu sudah diikuti dengan baik namun ada beberapa kendala”.

[Kemudian diperkuat oleh Bendahara Desa Bantan Tengah, Kabupaten Bengkalis (Ibu
AND pada 12 Maret 2018:

“Sémentara ini alhamdulillah dapat kita laksanakan dengan baik namun pelaksanaan
tersebut berdasarkan dana yang telah masuk sehingga ketika dananya sudah masuk kita baru
mefaksanakan seluruh kegiatan tersebut. Jika dana belum masuk dalam rekening, kita tidak
mefaksanakan kegiatan tersebut supaya tidak terjadi rasionalisasi, tunda bayar, mengingat
pertimbangan kita terhadap pihak supplier tentang material barang sehingga terjadi utang yang
culkup lama. Tetapi apabila dana sudah di transfer ke rekening desa, secepatnya akan

dilaksanglan kegiatan tersebut sehinnga mempercepat proses penyerapan anggaran”.

Cambar 5.10. Kantor Desa Pedekik di Kabupaten Bengkalis

Sumber & Dolkumentasi Penelitian 2018
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| wawancara dengan Kepala Desa Bantan Air, Kabupaten Bengkalis (Bapak SH)
2018:

1 yang uangnya sudah keluar berarti sudah terealisasi. Ada juga yang belum
rti menjadi tunda bayar”.

Model, Kebijakan, dan Strategi untuk Pengelolaan Keuangan Desa

\asil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Bengkalis

ah pembangunan telah sesuai dengan visi dan misi pengelolaan Alokasi Dana

wancara dengan Sekretaris Desa Bantan Tua, Kabupaten Bengkalis (Ibu PH)
2018:

ulillah, semenjak kepala desa bpk H. Syamsuddin kegiatan visi dan misi telah

in diperkuat dengan Kepala Desa Teluk Pambang, Kabupaten Bengkalis (Bapak
wret 2018:

'suai dengan visi dan misi desa kami”.

nya, wawancara dengan Sekretaris Desa Selat Baru, Kabupaten Bengkalis (Ibu
aret 2018:

s iya. RPJM diterjemahkan RKP. RKP menjadi patokan desa dalam penyusunan
merupakan arah pembangunan desa setiap Tahun”.

in diperkuat oleh Bendahara Desa Teluk Lancar, Kabupaten Bengkalis (Ibu
laret 2018:

017, karena desa pemekaran kami tidak diwajibkan untuk membuat visi dan

| wawancara dengan Bendahara Desa Kembung Luar, Kabupaten Bengkalis
12 Maret 2018:

esuai dengan visi dan misi desa”.

wya, arah kebijakan pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dilihat dari hasil
agai berikut:

vawancara dengan Bendahara Desa Jangkang, Kabupaten Bengkalis (Bapak
laret 2018:

hari ini, sepengetahuan kami kebijakan-kebijakan yang harus kami ambil
a dari pemerintah belum ada”.

in diperkuat dengan Sekretaris Desa Muntai, Kabupaten Bengkalis (Ibu RG)
2018:
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saat ini, kebijakan-kebijakan yang harus kami ambil selaku pemerintah desa
1 belum ada”.

nya, wawancara dengan Bendahara Desa Resam Lapis, Kabupaten Bengkalis
12 Maret 2018:

in diperkuat oleh Bendahara Desa Berancah, Kabupaten Bengkalis (Bapak YS)
2018:

a tidak secara khusus dan di Kecamatan Bengkalis ada rutin rakor yang setiap
1 di tingkat kecamatan. Disampaikan berbagai macam hal seperti aturan, segala

nenyangkut pembangunanan yang ada di desa. Arah-arah yang dilakukan di

| wawancara dengan Kepala Desa Ulu Pulau, Kabupaten Bengkalis (Bapak AP)
2018:

osialisasi dari pihak kecamatan dan kabupaten itu sering untuk memfasilitasi
na desa ini tidak menyimpang”.

yaan Masyarakat di kawasan Pesisir terkait pengelolaan Keuangan Desa
\asil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Bengkalis
imana partisipasi masyarakat terkait pengelolaan Alokasi Dana Desa.

wancara dengan Sekretaris Desa Pasiran, Kabupaten Bengkalis (Ibu YP) pada

sangat membutuhkan partisipasi masyarakat karena untuk membangun saraan

nasyarakat membutuhkan pembangunan untuk meningkatkan perekonomian

alau dari dana desa yang diperoleh, belum mencukupi untuk pembangunan
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5.11. Kedai Pesisir di Kabupaten Bengkalis

mentasi Penelitian 2018

in diperkuat dengan Kepala Desa Bantan Sari, Kabupaten Bengkalis (Bapak
aret 2018:

151 masyarakat mendukung dan mensupport kegiatan-kegiatan desa dan mereka
ntu kegiatan di lapangan”.

nya, wawancara dengan Kepala Desa Bantan Timur, Kabupaten Bengkalis
vada 12 Maret 2018

presiasi. Tingkat gotong royongnya maupun tingkat swadayanya dalam hal

an, normaliasasi sungai, normalisasi saluran air. Sehingga partisipasinya

2

NAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS
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JAYA MAKMUR

TAHUN BERDIRI 1 2015
NOM OR/TAHUN PENGUKUHAN : S5R3/DKP-PT/200/95
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5.12. Kelompok Usaha Bersama di Kabupaten Bengkalis

mentasi Penelitian 2018
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in diperkuat oleh Bendahara Desa Teluk Papal, Kabupaten Bengkalis (Ibu NS)
2018:
151 masyarakat sangat baik. Hal ini ditunjukkan dengan pembangunan di desa

erdayaan terus seluruh kelembagaan menjadi terbantu dengan adanya dana

| wawancara dengan Sekretaris Desa Muntai Barat, Kabupaten Bengkalis (Ibu
Aaret 2018:

asi masyarakat baik. Masyarakat saling membantu terkait pembangunan desa

ya, bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada
vat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

vawancara dengan Bendahara Desa Deluk, Kabupaten Bengkalis (Bapak NZ)
2018:

dana desa ini, dari sekecil apapaun masyarakat ikut memantau dan setiap
rus masyarakat yang melaksanakan kegiatan tersebut. Tidak ada pihak ketiga
1itraktor, dari masyarakat untuk masyarakat”.

in diperkuat dengan Kepala Desa Sejangat, Kabupaten Bengkalis (Bapak MS)
2018:

mbuat baliho besar yang ditempel di depan kantor”.

nya, wawancara dengan Sekretaris Desa Dompas, Kabupaten Bengkalis (Ibu
Maret 2018:
rarahkan kemudian kita buat baleho ditempelkan di depan kantor desa. Supaya
akat bisa tahu bahwa pengerjaan alokasi dana desa sudah sampai dimana”.
in diperkuat oleh Bendahara Desa Pangkalan Jambi, Kabupaten Bengkalis (Ibu
Maret 2018:
iembuka selebar-lebarnya mengenai APBDes dengan pemasangan baleho di
kepala desa itu 100% APBDes desa kita, kemudian kita sebarkan pada seluruh
a saja masyarakat untuk masuk ke dalam media social, mau difoto, diskusi
ada satu rupiah pun yang kita tutupi. Barangkali ini sesuai dengan peraturan
angan No. 14 Tahun 2008 tentang Informasi Publik sehingga masyarakat bisa
aelihat dalam hal pelaksanaan juga bisa dilihat secara bersama-sama dan juga
leh masyarakat tempatan tanpa adanya tenaga kerja yang kita impor dari luar”.
il wawancara dengan Sekretaris Desa Seungai Selari, Kabupaten Bengkalis

pada 12 Maret 2018:
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1akan pada bulan Januari Tahun berikutnya melalui musyawarah oleh BPD,
yusun laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes”.

wya, bentuk keluhan masyarakat terhadap pembangunan yang terdapat di desa
r1 hasil wawancara sebagai berikut:

vawancara dengan Bendahara Desa Buruk Bakul, Kabupaten Bengkalis (Ibu
Viaret 2018:

sada desa kami ini, sebagian besar petani karet. Nah bentuk keluhan masyarakat
itan jalan menuju tempat pertanian karet supaya lebih bagus. Hal ini untuk
oerekonomian masyarakat. Hal ini juga tertuang dalam peraturan pemerintah”.
in diperkuat dengan Kepala Desa Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis (Bapak TB)
2018:

)rembuatan pembangunan, biasanya kami menjaring aspirasi masyarakat terlebih
an kami lakukan pembangunan”.

nya, wawancara dengan Kepala Desa Sukajadi, Kabupaten Bengkalis (Bapak
aret 2018:

| masyarakat masih bisa diatasi, tidak ada persoalan. Karena kami menggunakan
ah mufakat. Hal ini supaya tidak ada persoalan dalam pembangunan di desa”.
in diperkuat oleh Bendahara Desa Batang Duku, Kabupaten Bengkalis (Bapak
Viaret 2018:

| pasti ada namun tidak signifikan barangkali kualitas dibaguskan lagi,
<ukan mana yang diprioritas terlebih dahulu kemudian kita musyawarahkan

aengingat rancangan yang kita buat ini terjadi tunda bayar sebesar setengah

| wawancara dengan Sekretaris Desa Pakning Asal, Kabupaten Bengkalis (Ibu

Maret 2018:

sluhan pasti ada. Seperti lambatnya dibangun karena uang belum cair, selain itu

in ikut bekerja sementara mungkin kegiatan terbatas”.

ya, bentuk program terkait pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari hasil

agai berikut:

vawancara dengan Kepala Desa Parit [ Api-Api, Kabupaten Bengkalis (Bapak

aret 2018:

gunan fisik seperti pembangunan jalan mengikuti aturan. Di dalam aturan
pemberdayaan, pembangunan irigasi, pelatihan-pelatihan, jalan dan sudah

m Peraturan Menteri Dalam Negeri”.
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in diperkuat dengan Sekretaris Desa Temiang, Kabupaten Bengkalis (Bapak

laret 2018:

pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan-pelatihan tentang kesehatan

lembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakat. Program kerja saat ini hampir

nya, wawancara dengan Sekretaris Desa Api-Api, Kabupaten Bengkalis (Ibu

Aaret 2018:

>mberdayaan masyarakat seperti bantuan untuk LKMD, lembaga-lembaga desa,

lan, untuk sosial masyarakat”.

in diperkuat oleh Bendahara Desa Tenggayun, Kabupaten Bengkalis (Ibu NF)

2018:

gunan fisik seperti ada beberapa jalan di desa yang perlu semenisasi serta
air di lingkungan masyarakat yang kita bangun seperti aspal, parit bata,

ngai serta pembangunan sumur bor untuk air penyediaan air bersih oleh

| wawancara dengan Bendahara Desa Sepahat, Kabupaten Bengkalis (Bapak
Maret 2018:

osial kemasyarakatan, kita ada perbaikan rumah masyarakat miskin karena ini
agenda tahunan kemudian untuk perbaikan saran olahraga milik desa, ada

vifi bagi masyarakat”.

nguatan Masyarakat Wilayah Pesisir dengan Terserapnya Dana Desa
\asil wawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Bengkalis

1aan fasilitas pendukung pada pengalokasian dana desa.

wancara dengan Sekretaris Desa Bukit Kerikil, Kabupaten Bengkalis (Ibu FR)
2018:

Kemudian diperkuat dengan Kepala Desa Tanjung Leban, Kabupaten
rak MW) pada 12 Maret 2018:

, pendukung belum semuanya terpenuhi karena dsini masih ada juga swadayaan

sanaan tersebut”.



5.13. Daerah Pesisir di Kabupaten Bengkalis

mentasi Penelitian 2018

nya, wawancara dengan Bendahara Desa Bathin Betuah, Kabupaten Bengkalis
12 Maret 2018:

engalokasian dana desa dari tahun ke tahun makin bagus terutama untuk saat
r1 2016 sudah diterapkan Siskeudes. Dan itu memang aturan wajib untuk
etiap desa”.

an diperkuat oleh Bendahara Desa Harapan Baru, Kabupaten Bengkalis (Ibu
Maret 2018:

ulillah sudah tersedia”.

1 wawancara dengan Kepala Desa Balai Makam, Kabupaten Bengkalis (Bapak
Maret 2018:

urang”.
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5.14. Rumah Nelayan di Daerah Pesisir di Kabupaten Bengkalis

mentasi Penelitian 2018

wya, bentuk prioritas dana desa pada tahun 2017 dapat dilihat dari hasil
agai berikut:

vawancara dengan Bendahara Desa Petani, Kabupaten Bengkalis (Bapak TRR)
2018:

itamakan kepada infrastruktur”.

in diperkuat dengan Kepala Desa Sebangar, Kabupaten Bengkalis (Bapak
Maret 2018:

lengan visi misi desa diarahkan pada infrastruktur”.

nya, wawancara dengan Sekretaris Desa Bumbung, Kabupaten Bengkalis (Ibu
ret 2018:

dana desa 4 bidang: semua dana APBDes 2017 sudah menyangkut ke dalam 4

1nya pembangunan dan pemberdayaan. Untuk sumber dana lain, secara umum

g
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im 4 bidang”Kemudian diperkuat oleh Bendahara Desa Kesumbo Ampai,

\gkalis (Tbu YH) pada 12 Maret 2018:

5.15. Perahu Nelayan di Daerah Pesisir di Kabupaten Bengkalis

mentasi Penelitian 2018

>sa ini, Alokasi Dana Desa kami lebih memprioritaskan pada pembangunan

il wawancara dengan Sekretaris Desa Tambusai Batang Dui, Kabupaten
RTK) pada 12 Maret 2018:

gunan fisik”.

ya, apakah pembangunan dana desa memiliki Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)
1a dapat dilihat dari hasil wawancara sebagai berikut:

vawancara dengan Kepala Desa Simpang Padang, Kabupaten Bengkalis (Bapak
aret 2018:

slalu sama, namun hanya diganti kepala Tim Pelaksana Kegiatan”.

an diperkuat dengan Kepala Desa Pematang Obo, Kabupaten Bengkalis (Bapak
aret 2018:




5.16. Kawasan Penangkaran Ikan di Daerah Pesisir di Kabupaten Bengkalis
mentasi Penelitian 2018

3 harapan dan tujuan kita demikian, tapi sedikit-sedikit ada juga permasalahan
vat kita atasi dan kita selesaikan”.

nya, wawancara dengan Sekretaris Desa Air Kulim, Kabupaten Bengkalis (Ibu
et 2018:

i tingkat bupati ada 2 tim berbeda (1 tim pelaksana infrastruktur dan 1 lagi tim
akan kegiatan umum atau kegiatan-kegiatan rutin yang ada di tingkat desa)”.

in diperkuat oleh Bendahara Desa Buluh Manis, Kabupaten Bengkalis (Ibu
Aaret 2018:

1mTPK, selalu berganti-ganti”.

| wawancara dengan Bendahara Desa Boncah Mahang, Kabupaten Bengkalis

yada 12 Maret 2018:

untabilitas Penggunaan Dana Desa

asil waawancara dengan perangkat desa yang terdapat di Kabupaten Bengkalis.
Alokasi Dana Desa terdapat dalam empat tahap, yaitu tahap perencanaan,
>ngawasan, dan pertanggungjawaban. Diuraikan sebagai berikut:

erencanaan Alokasi Dana Desa di Bengkalis



gl
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aan Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan kegiatan dalam merumuskan
di desa. Perencanaan ADD perlu untuk dilakukan agar penggunaan dana dapat
fisien, dan ekonomis serta tepat sasaran. Menurut Bapak MS (Bendahara Desa
aten Bengkalis) pada 12 Maret 2018 menyatakan:

1s Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran
n Belanja Desa kepada Kepala Desa agar Kepala Desa mengetahui dan
ancangan peraturan desa yang dibuat oleh sekretaris desa”.

in, Menurut Ibu NA (Bendahara Desa Bathin Sobanga, Kabupaten Bengkalis)
2018 menyatakan:

1s Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran
n Belanja Desa karena sebagian tugas dari sekretaris desa untuk membuat
naan”.

in diperkuat dengan Kepala Desa Sungai Cingam, Kabupaten Bengkalis (Bapak
ret 2018:

1s Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran
1 Belanja Desa karena sesuai dengan aturan”.

nya, wawancara dengan Bendahara Desa Pamesi, Kabupaten Bengkalis (Bapak
laret 2018:

yan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tersebut
ama antara Kepala Desa & Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tertuang
Acara Rapat”.

an diperkuat oleh Bendahara Desa Bathin Sobanga, Kabupaten Bengkalis (Ibu
laret 2018:

yan Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang
i bersama, karena semua wajib mengetahuinya”.

t lain pun dikatakan oleh Kepala Desa Sungai Cingam, Kabupaten Bengkalis
1 12 Maret 2018:

san Peraturan Desa (Raperdes) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang

1 bersama, Karena sah nya APBDes dibutuhkan kesepakatan bersama terlebih

nya, wawancara dengan Bendahara Desa Pamesi, Kabupaten Bengkalis (Bapak
laret 2018:
valuasi yang dilakukan oleh Bupati/walikota ditindaklanjuti oleh Kepala Desa

sa untuk diperbaiki untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes).



'salahan tidak sesuai dengan UU maka dikembalikan kepada kepala desa dan
| wawancara dengan Bendahara Desa Bathin Sobanga, Kabupaten Bengkalis
12 Maret 2018:
valuasi yang dilakukan oleh Bupati/walikota ditindaklanjuti oleh Kepala Desa
sa untuk diperbaiki untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes).
gan Perdes sudah sesuai maka Kepala Desa akan membuat Peraturan Desa”.
2laksanaan Alokasi Dana Desa di Bengkalis
slaksanaan Alokasi Dana Desa, aparat pemerintahan desa memiliki peran yang
karena memiliki kewajiban dengan menjadi ketua pelaksana oleh kepala desa,
ita pelaksanaan oleh aparat pemerintahan desa lainnya. Agar pembangunan di
pat berjalan dengan baik, diperlukan adanya tim pelaksana yang dapat
lam mengatur jalannya pelaksanaan pembangunan. Salah satu faktor yang dapat
kualitas tim pelaksana adalah dari tingkat pendidikan dan pengalaman yang
<in tinggi tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki, maka akan semakin

ierja tim pelaksana dalam melaksanakan tugasnya memimpin jalannya

thap pelaksanaan Alokasi Dana Desa pada Kabupaten Bengkalis, timbul

imaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam

naan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika yang belum

anan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah

a. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang

h.

Ibu AS (Bendahara Desa Hutan Panjang, Kabupaten Bengkalis) pada 12 Maret

an:

tah desa dilarang melakukan pungutan selain yang terdapat di dalam Peraturan
pungli. Bendahara desa menyimpan uang dalam kas desa untuk memenuhi

sa / kebutuhan di Desa. Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan

Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa”.

an, Menurut Bapak SH (Kepala Desa Teluk Lecah, Kabupaten Bengkalis) pada
menyatakan:

atah desa dilarang melakukan pungutan karena setiap pungutan yang ada di desa

lam peraturan desa sehingga tidak adanya pungli. Bendahara menyimpan uang

pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional desa Agar



angs

aaa {

ipat dan yang akan dikeluarkan sesuai dengan penjalurannya masing -masing.
mlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati. Hal ini
ncairan dan pengolahan keuangan diatur oleh Peraturan Bupati”.

in diperkuat dengan Sekretaris Desa Makeruh, Kabupaten Bengkalis (Bapak
Maret 2018:

tah desa dilarang melakukan pungutan karena setiap pungutan yang ada di desa
am peraturan desa sehingga dilarang keras untuk pungli. Bendahara menyimpan
s desa pada jumlah tertentu tidak lebih dari 5 juta. Jumlah uang dalam kas desa

im Peraturan Bupati karena ketentuan ini sudah ada dalam Peraturan Bupati

nya, wawancara dengan Bendahara Desa Hutan Panjang, Kabupaten Bengkalis
12 Maret 2018:

aran desa yang mengakibatkan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
rat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa karena dalam menggunakan
anggaran tersebut harus diatur dalam peraturan desa sebelum anggaran tesebut
iggunaan biaya tak terduga tidak harus dibuat Rincian Anggaran Biaya karena
\iggaran biaya tak terduga tidak dapat dibuat rincian anggaran biayanya dan
riatan untuk mengajukan pendanaan juga harus disertai dengan dokumen
raran Biaya karena setiap pengajuan pendanaan harus dilengkapi dengan
aumen yang mendukung”.

in diperkuat oleh Kepala Desa Teluk Lecah, Kabupaten Bengkalis (Bapak SH)
2018:

1aran desa yang mengakibatkan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
at dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa karena karena alurnya seperti
ygunaan biaya tak terduga tidak harus dibuat Rincian Anggaran Biaya karena
rgunaan biaya tak terduga. Selanjutnya pengadaan kegiatan untuk mengajukan

1s disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya karena semuanya harus

t lain pun dikatakan oleh Sekretaris Desa Makeruh, Kabupaten Bengkalis
pada 12 Maret 2018:

aran desa yang mengakibatkan beban pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
at dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa karena Perdes wajib dibuat di

aan biaya tak terduga tidak harus dibuat Rincian Anggaran Biaya karena tidak
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at sebagai biaya tak terduga. Selanjutnya pengadaan kegiatan untuk mengajukan
ib ada RAB”.

nya, wawancara dengan Bendahara Desa Hutan Panjang, Kabupaten Bengkalis
12 Maret 2018:

1 Anggaran Biaya wajib diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh
arena setelah di verifikasi sekretaris desa dan dilanjuti oleh kepala desa agar
. dokumen-dokumen setiap kegiatan dan dapat dipertanggung jawaban oleh
latan desa. Setiap pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan
ar mengetahui jumlah pengeluaran yang sudah direalisasikan/digunakan. Setiap
harus sesuai prosedur yang ditetapkan”. Hal ini sebagai acuan dalam membuat
’J desa”.

t lain pun dikatakan oleh Kepala Desa Teluk Lecah, Kabupaten Bengkalis
da 12 Maret 2018:

1 Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala
sarat untuk kelengkapan APBDes. Setiap pelaksana kegiatan bertanggungjawab
can pengeluaran. Hal ini dilakukan untuk memperinci dana kegiatan. Setiap

iatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagai syarat

| wawancara dengan Sekretaris Desa Makeruh, Kabupaten Bengkalis (Bapak
Maret 2018:

1 Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disahkan oleh Kepala

emua mengetahui dan bertanggung jawab. Setiap pelaksana kegiatan

vab terhadap tindakan pengeluaran, agar mengetahui jumlah pengeluaran yang

akan. Setiap pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran

{epala Desa untuk mendapatkan persetujuan dari kepala desa”.

nya, wawancara dengan Bendahara Desa Hutan Panjang, Kabupaten Bengkalis

12 Maret 2018:

rmintaan Pembayaran yang diverifikasi Sekretaris Desa disetujui oleh kepala
permintaan pembayaran dan kemudian bendahara melakukan pembayaran.

lah di verifikasi sudah kewajiban bendahara mengeluarkannya. Bendahara desa

pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, Karena sudah menjadi

k taat pajak”.

in diperkuat oleh Kepala Desa Teluk Lecah, Kabupaten Bengkalis (Bapak SH)

2018:
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rmintaan Pembayaran yang diverifikasi Sekretaris Desa disetujui oleh kepala
permintaan pembayaran dan kemudian bendahara melakukan pembayaran. Hal
gar untuk mengeluarkan uang dari bendahara harus diverifikasi oleh Sekdes.
a sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, sudah
ban untuk bayar pajak”.

| wawancara dengan Sekretaris Desa Makeruh, Kabupaten Bengkalis (Bapak
Maret 2018:

ermintaan Pembayaran yang diverifikasi Sekretaris Desa disetujui oleh kepala
slakukan pembayaran kepada semua kegiatan agar dicairkan oleh bendahara.
1 sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya Karena sudah
ksi Bendahara dan melakukan pemungutan dan penyetoran pajak”.
enatausahaan Alokasi Dana Desa di Bengkalis

ahaan merupakan kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh
1. Media penatausahaan berupa buku kas umum, buku pajak, buku bank serta
*mbuat laporan pertanggungjawaban bendahara.

rawancara dengan Kepala Desa Pangkalan Nyirih, Kabupaten Bengkalis (Bapak
aret 2018:

ara desa membuat buku kas umum untuk kelengkapan SPJ. Kemudian membuat
antu pajak untuk melihat dan melengkapi bukti pajak untuk kelengkapan SPJ.
u bank karena buku bank harus sama dengan laporan akhir keuangan desa. Dan
ran pertanggungjawaban karena semua pelaporan dan harus dipertanggung
bendahara”.

in diperkuat oleh Seketaris Desa Sukarjo Mesim, Kabupaten Bengkalis (Bapak
[aret 2018:

ara desa wajib membuat buku kas umum agar mengetahui pemasukan dan
emudian membuat buku kas pembantu pajak agar BKU dan buku pajak sesuai.
<u bank agar pengeluaran sama dengan laporan akhir keuangan desa. Dan
-an pertanggungjawaban wajib karena kalau tidak ada laporan pertanggung
ak akan terlihat belanja disana”.

1 wawancara dengan Sekretaris Desa Darul Aman, Kabupaten Bengkalis (Ibu
et 2018:

ara desa wajib membuat buku kas umum untuk mencatat pemasukan dan
>mbiayaan kegiatan. Kemudian membuat buku kas pembantu pajak untuk

lalam pelaporan pajak. Sedangkan buku bank digunakan untuk pembukuan di



ibuat laporan pertanggungjawaban sebagai tanda pertanggung jawaban terhadap
laporan Alokasi Dana Desa di Bengkalis
1 dilakukan untuk mengetahui kagiatan yang dilakukan dalam pengelolaan
desa. Pelaporan juga dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah
asyarakat dan kepada pemerintah atasnya secara tranparan. Selain itu, pelaporan
agai bahan evaluasi untuk pengelolaan keuangan desa telah berjalan secara
dan ekonomis, serta untuk mengetahui proses pelaksanaan Alokasi Dana Desa
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
vawancara dengan Bendahara Desa Parit Kebumen, Kabupaten Bengkalis (Ibu
Aaret 2018:
Desa membuat Laporan Realisasi Anggaran karena sesuai dengan permendagri
4. Kemudian kepala desa menyampaikan laporan semester pertama berupa
1si Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mengetahui
kegiatan yang telah dilakukan. Selanjutnya, kepala desa menyampaikan laporan
tahun untuk mengetahui telah selesai atau belum. Dan kepala desa kepala desa
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiasp akhir tahun
la bupati sebagai bukti pertanggung jawaban kepala desa”.
nya, wawancara dengan Kepala Desa Sri Tanjung, Kabupaten Bengkalis
ida 12 Maret 2018:
Desa membuat Laporan Realisasi Anggaran karena wajib dan bertanggung
nggunaan semua dana. Kemudian kepala desa menyampaikan laporan semester
1 laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) karena
alisasi APBDes tahap pertama, untuk dapat dipertanggung jawabkan dan dapat
n tahap ke 2. Selanjutnya, kepala desa menyampaikan laporan semester akhir
desa bertanggung jawab untuk melaporkan semua pembangunan desa. Dan
yala desa menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD)

un anggaran kepada bupati mengetahui semua anggaran telah selesai terealisasi

| wawancara dengan Sekretaris Desa Pancur Jaya, Kabupaten Bengkalis (Ibu
laret 2018:

Desa membuat Laporan Realisasi Anggaran karena penyampaian realisasi
a dana tersebut sudah dipakai. Kemudian kepala desa menyampaikan laporan

na berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
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penyampaian laporan bisa diajukan untuk pencairan kedua. Selanjutnya, kepala
aikan laporan semester akhir bahwa setiap dana yang terpakai dan direalisasikan
1 APBDes. Dan kepala desa kepala desa menyampaikan Laporan
an Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada bupati karena
ran penyelenggaraan pemerintah harus disampaikan”.

ertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Bengkalis

ungjawaban Alokasi Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban
m pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa, Kepala Desa memiliki peran
-gungjawab dalam Tim Pengelola Kegiatan.

vawancara dengan Sekretaris Desa Pangkalan Pinang, Kabupaten Bengkalis
la 12 Maret 2018:

1 pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
kan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan karena
wabannya paling lambat tanggal 31 desember sudah tidak ada lagi pengerjaan”.
nya, wawancara dengan Bendahara Desa Dungun Baru, Kabupaten Bengkalis
da 12 Maret 2018:

1 pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
<an paling lambat 1 (satu) bulan karena dari laporan tersebut akan diinput oleh
en”.

an diperkuat oleh Bendahara Desa Tanjung Medang, Kabupaten Bengkalis (Ibu
iret 2018:

paian  laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran
1 Belanja Desa (APBDes) karena dengan laporan pertanggung jawaban realisasi
val tahun kedepannya”.

| wawancara dengan Kepala Desa Teluk Rhu, Kabupaten Bengkalis (Bapak
faret 2018:

ipaian  laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan Anggaran

1 Belanja Desa (APBDes) karena tidak akan terjadi temuan oleh KPK”.
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